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SOAL DAN JAWABAN

1. Sebutkan dan jelaskan dua bagian hukum internasional?
Jawab : Hukum internasional terbagi menjadi dua bagian, antara lain sebagai berikut
 	A. Hukum Perdata Internasional adalah hukum internasional yang mengatur 	hubungan hukum antara warga negara di suatu negara dengan warga negara dari 	negara lain (Hukum Antarbangsa).
	B. Hukum Internasional Publik adalah hukum internasional yang mengatur 	negara yang satu dengan lainnya dalam hubungan internasional (Hukum 	Antarnegara).

2. Jelaskan perbedaan hukum internasional dan hukum negara/nasional?
Jawab : Menurut aliran dualisme hukum internasional dan hukum nasional merupakan sistem hukum yang terpisah, berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari antara lain, 
	A. Perbedaan Sumber Hukum
 	Hukum nasional bersumberkan pada hukum kebiasaan dan hukum tertulis suatu 	negara sedangkan hukum internasional berdasarkan pada hukum kebiasaan dan 	hukum yang dilahirkan atas kehendakan bersama negara-negara dalam masyarakat 	internasional.

	B. Perbedaan Mengenai Subjek
	Subjek hukum nasional adalah individu-individu yang terdapat dalam suatu 	Negara. Sedangkan subjek hukum internasional adalah Negara-negara anggota 	masyarakat internasional.

	C. Perbedaan Mengenai Kekuatan Hukum
 	Hukum nasional mempunyai kekuatan mengikat yang penuh dan sempurna kalau 	dibandingkan dengan hukum internasional yang lebih banyak bersifat mengatur 	hubungan Negara-negara secara horizontal.

3. Apakah Perusahaan Internasional dapat menjadi subjek hukum internasional publik?
Jawab : Menurut pandangan saya adalah bisa, karena Perusahaan Internasional sebagai  badan hukum internasional Otorita merupakan subjek hukum internasional. Sebab Perusahaan Internasional memiliki status hukum (pribadi hukum Internasional), yang memiliki hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan didalam wilayah negara-negara peserta otorita, memiliki kapasitas membuat kontrak-kontrak dan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara dan organisasi-organisasi internasional, serta Perusahaan Internasional dapat menjadi pihak dalam proses sautu hukum.

4. Siapakah yang dapat menandatangani sebuah perjanjian internasional publik di suatu negara? Jelaskan!
Jawab : Dalam undang-undang tentang perjanjian Internasional merupakan pelaksanaan Pasal 11 undang-undang dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR.

5. Apakah dalam suatu pemerintahan suatu negara kita harus mendahulukan hukum internasional atau hukum nasional? Jelaskan!
Jawab : Memiliki pandangan berbeda menurut aliran Monisme dengan aliran Dualisme.
Menurut aliran Monisme menjelaskan bahwa ada satu prinsip fundamental yang mendasari baik hukum nasional maupun internasional, yaitu terletak dalam hukum pada umumnya. Hal ini menyebabkan Hukum Internasional setara dengan Hukum Nasional.
Sedangkan menurut aliran Dualisme menjelaskan bahwa Hukum Internasional dan Hukum Nasional ada di ranah terpisah dan tidak bisa ditujukan untuk berdampak pada, atau mengatasi, yang lainnya. Hal ini disebabkan karena karakteristik dasar yang berbeda dalam hubungan antarnegara dan intra-negara dan struktur hukum yang berbeda yang digunakan oleh negara di satu sisi dan di sisi lain di antara negara-negara.

6. Berikan suatu contoh kasus peristiwa hukum internasional yang melibatkan lembaga penyelesaian sengketa internasional
Jawab : Pemerintah Indonesia dan Hesham Al Warraq
Pada 15 Desember 2014, ICSID memenangkan Indonesia terhadap gugatan salah satu pemegang saham Bank Century, Hesham Al Warraq. Ini merupakan kemenangan kedua Indonesia dalam kasus terkait, yang sebelumnya berhadapan dengan mantan pemilik saham bank yang sama, Rafat Ali Rizvi. Pada tahun 2011, Hesham, yang pernah menjabat Wakil Komisaris Utama Bank Century, menuntut pemerintah karena tindakan ekspropriasi atas saham di bank tersebut.
[bookmark: _GoBack]	Ia meminta ganti rugi senilai US$19,8 juta. Alih-alih memperoleh ganti rugi, ICSID justru menolak gugatan Hesham terkait tindakan ekspropriasi. Dengan demikian, kemenangan Indonesia pada dua kasus Bank Century tersebut membuat pemerintah terhindar dari kewajiban membayar biaya sekitar Rp1,3 triliun atau US$100 juta.
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